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ABSTRACT

Education is a basic right for every child, but there is something different for the children of irregular Indonesian
migrant workers (PMI) in Malaysia. In this situation, the children of irregular PMI experience limited access to
formal education provided by the Malaysian government due to a lack of identity documents, a condition inherited
from parents who also lack identity documents, thus facing administrative immigration barriers to accessing public
facilities. The last option is to attend non-formal schools to continue their education, namely alternative education.
This prompted the formation of the Permai organization with its program, Sanggar Bimbingan Permai. This
research used a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, field
observations, documentation, and literature review. The results show that the Permai organization plays a grass-
roots role and an agency role, providing a social space for migrant activities, not just occasional but their
sustainability, while also paying attention to their connection to their country of origin.
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ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak, namun berbeda dengan anak pekerja migran Indonesia (PMI)
ireguler di Malaysia. Pada fenomena ini, anak-anak PMI ireguler mengalami keterbatasan mengakses pendidikan
formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia karena tidak memiliki dokumen identitas yang mana
kondisi ini diturunkan oleh orang tua yang tidak memiliki dokumen identitas juga sehingga mengalami kondisi
hambatan administratif keimigrasian untuk mengakses fasilitas-fasilitas umum. Opsi terakhir adalah memasuki
sekolah non-formal untuk tetap mendapatkan pendidikan yaitu pendidikan alternatif. Keadaan ini mendorong
terbentuknya organisasi Permai dengan programnya yaitu Sanggar Bimbingan Permai. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi
dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi Permai berperan sebagai aktor akar rumput
(grass-roots) dan aktor agency yang memberikan satu social space sebagai wadah aktivitas migran bukan hanya
kegiatan sesekali tapi berkelanjutan dan memperhatikan keterkaitannya dengan negara asal.
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PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
International Organization for Migration (IOM) mencatat bahwa terdapat 2,7 juta warga negara Indonesia
menjadi pekerja di Malaysia hamun hanya 1,6 juta orang yang bekerja melalui jalur yang seharusnya
(International Organization for Migration Indonesia, 2024) Salah satu kelompok orang yang bekerja tidak
melalui jalur yang seharusnya adalah PMI ireguler. PMI ireguler merupakan seseorang yang memasuki
negara lain tanpa melalui prosedur imigrasi yang seharusnya atau tanpa izin kerja yang sah atau seseorang
yang baru menjadi ireguler setelah masuk (ke negara tujuan) (International Organization for Migration,
2015).

Pulau Penang menjadi salah satu wilayah yang cukup banyak didatangi oleh PMI karena kedekatan
geografis dengan Indonesia secara khusus pulau Sumatera dan dapat diakses melalui laut maupun udara.
Terdapat sebanyak 43.654 PMI di Pulau Penang, Malaysia pada tahun 2020 (KJRI Penang, 2020). Dari
angka ini belum termasuk PMI ireguler beserta keluarganya. Kondisi PMI yang ireguler akan diturunkan
kepada anaknya sehingga anak juga menjadi ireguler yang kemudian berdampak pada keterbatasan akses
pendidikan. Untuk bisa mendaftar ke sekolah formal di Malaysia, membutuhkan kelengkapan dokumen
identitas baik identitas anak maupun orang tua. Ketiadaan dokumen membuat anak tidak bisa bersekolah
di sekolah formal seperti anak-anak lainnya padahal Malaysia maupun Indonesia sama sama meratifikasi
dan konvensi hak anak yaitu CRC terkhusus di pasal 28 dan UDHR Pasal 26 yang mengatakan bahwa
pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap anak, namun dalam prakteknya masih terdapat kendala
terlebih bagi anak PMI ireguler yang mengalami inklusivitas dari sistem pendidikan formal negara tujuan.

Meskipun instrumen internasional sudah menyatakan bahwa pendidikan harus didapatkan oleh
setiap anak dan difasilitasi oleh negara, namun hal ini dikembalikan lagi kepada kebijakan kedaulatan
masing-masing negara. Berdasarkan aturan Malaysia yaitu Immigration Act 1959/63, setiap individu yang
tanpa izin tinggal resmi dianggap sebagai pelanggar hukum dan dapat dikenai penangkapan, penahanan
serta deportasi (Laws of Malaysia, 2006). Kesenjangan ini menciptakan keterbatasan ruang gerak bagi anak.
Tidak dapat mengakses pendidikan formal akibat statusnya yang ireguler, tidak diakui secara hukum oleh
negara tujuan dan tidak ada perlindungan hukum juga.

Selain keterbatasan dalam dokumen, sekolah formal di Malaysia juga mematok biaya sekolah yang
harus dibayar oleh peserta didik. Hal ini juga menjadi kendala bagi PMI, sehingga hanya terdapat satu opsi
terakhir bagi anak-anak ini untuk bisa tetap bersekolah yaitu mengikuti sekolah non-formal yang mau
menerima mereka dan tidak mematok biaya sekolah. Dalam kondisi ini hadir organisasi yang dibentuk oleh
warga negara Indonesia di Pulau Penang atas dasar kemanusiaan yang melihat langsung bagaimana warga
negara Indonesia mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Organisasi ini bernama Permai
(Pertubuhan Masyarakat Indonesia) dan memberikan pendidikan alternatif melalui programnya yaitu
Sanggar Bimbingan Permai sebagai bentuk solidaritas dan respon kolektif terhadap pendidikan anak-anak
PMI ireguler.

Organisasi Permai merupakan organisasi masyarakat Indonesia non-pemerintahan resmi yang
memiliki landasan hukum di Malaysia dengan nomor PPM-006-07-04022019. Melalui legalitas pendirian
organisasi ini dapat memperkuat posisi Permai dalam menjangkau lebih banyak PMI ireguler dan
membantu pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi anak. Meski begitu kehadiran anak-anak PMI
ireguler tetap tidak diakui secara hukum oleh negara tujuan walaupun pendidikan anak-anak ini diwadahi
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oleh organisasi Permai. Disinilah aktor non-negara bekerja menjangkau dan memfasilitasi hak pendidikan
anak PMI ireguler di tengah kerentanan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang
menekankan pada pengamatan fenomena. Jenis ini digunakan untuk dapat memahami fenomena yang
terjadi dan yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan dalam penggalian data, sumber data yang
digunakan dibagi kedalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah sumber primer yaitu melalui wawancara
dan observasi dan yang kedua yaitu sumber data sekunder melalui data kepustakaan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif atas sumber data yang diperoleh secara rinci kemudian dituliskan secara umum
ke khusus agar didapatkan kejelasan mengenai peran organisasi Permai melalui sanggar bimbingan Permai
dalam memberikan pendidikan alternatif bagi anak PMI ireguler. Pada penelitian ini juga digunakan teori
Transnasionalisme oleh Alejandro Portes untuk mengkaji peran secara konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran anak migran ireguler merupakan produk dari PMI ireguler, baik yang terlahir di
Malaysia dengan kondisi ireguler maupun dibawa ke Malaysia dengan keadaan ireguler. Pada fenomena
ini kondisi ireguler dibagi kedalam 2 kelompok. Pertama adalah yang masuk secara resmi (teratur) namun
dalam prosesnya dokumen keimigrasian tersebut hilang dan tidak membuat yang baru, ditahan oleh majikan
dan tidak dikembalikan, rusak, habis masa berlaku dan tidak diperbaharui atau menyalahgunakan visa yang
tidak seharusnya untuk bekerja sehingga berakhir ireguler. Kedua adalah yang sejak awalnya masuk secara
tidak teratur, yaitu tanpa mengikuti prosedur keimigrasian yang seharusnya. Melalui keadaan ini dapat
dilihat bahwa kondisi yang dialami pekerja migran dan anaknya adalah hambatan administratif
keimigrasian yang membuat mereka tidak dapat mengakses hak dasarnya salah satunya adalah pendidikan
bagi anak.

Meskipun tidak memiliki dokumen keimigrasian di luar negeri, pekerja migran dan anaknya masih
merupakan warga negara Indonesia. Dokumen keimigrasian bukanlah penentu status kewarganegaraan
seseorang. Dokumen keimigrasian dibuat sebagai syarat hukum seseorang memasuki teritorial negara lain
agar mereka tetap mendapat perlindungan secara hukum dan cepat terdeteksi oleh negara asal serta dapat
mengakses fasilitas umum sebagaimana warga lokal setempat. Selama orang tersebut tidak memperoleh
kewarganegaraan asing atas kemauan atau permohonan sendiri, secara sukarela masuk dalam dinas negara
asing dan mengisi jabatan yang hanya dapat diisi oleh warga negara atau mengangkat sumpah atau
menyatakan janji setia kepada negara asing, maka orang tersebut masih menjadi warga negara Indonesia
dan pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban untuk melayani individu tersebut apabila meminta
untuk pembuatan atau pengurusan dokumen keimigrasian (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

Implementasi Pendidikan Alternatif Bagi Anak PMI Ireguler di Pulau Penang
Fenomena keberadaan anak-anak pekerja migran ireguler di pulau penang menciptakan kondisi
yang disebut sebagai “jurang perlindungan”. Disatu sisi, hukum pemerintah Malaysia tidak mengakui
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keberadaan kelompok ini sehingga tidak bisa mengakses pendidikan formal. Disisi lain, negara asal juga
mengalami keterbatasan menjangkau kelompok ini di luar negeri secara menyeluruh akibat tidak adanya
informasi kehadiran (imigrasi). Dalam kondisi inilah organisasi Permai hadir melalui program sanggar
bimbingan Permai dalam memberikan pendidikan alternatif bagi anak PMI ireguler. Dalam teori Portes,
sanggar bimbingan Permai merupakan suatu social space atau ruang sosial lintas batas bagi pekerja migran
untuk menyekolahkan anaknya.

Kehadiran sanggar bimbingan Permai memenuhi kebutuhan akan pendidikan anak pekerja migran.
Sanggar ini berada dibawah naungan SIKL (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur) mulai dari paket A, B
hingga C yang beroperasi menggunakan kurikulum kesetaraan tepatnya kurikulum merdeka. Meskipun
sanggar ini merupakan sekolah non-formal namun ijazah yang diberikan merupakan ijazah yang diakui oleh
pemerintah Indonesia karena dikeluarkan oleh SIKL yang berada dibawah naungan kementerian
pendidikan dengan syarat memiliki SBPK (Surat Bukti Pencatatan Kelahiran), apabila peserta didik yang
ingin masuk ke sanggar tidak memiliki SBPK pihak sanggar akan membantu pengurusan dokumen tersebut.

Organisasi Permai Sebagai Aktor grass-roots Transnationalism

Dalam teori Portes, organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri akan berperan secara aktif
untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sehingga mereka akan berperan dengan aktif (Portes et al.,
1999). Peneliti menemukan bahwa organisasi Permai melakukan banyak kerjasama dengan instansi-
instansi di Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik, mengikuti acara
diluar sanggar seperti acara kebudayaan agar peserta didik melihat secara langsung pementasan budaya
Indonesia. Selain itu juga melakukan pendekatan dengan orang tua murid untuk menekankan pentingnya
pendidikan bagi anak sejak kecil hingga ke jenjang tinggi (Pengurus Sanggar Bimbingan Permai,
wawancara, November 2025). Selain itu untuk keberlangsungan sanggar, Permai juga menjadi agency yaitu
sebagai perantara dengan otoritas setempat agar aktifitas belajar-mengajar bisa terus berlanjut. Pada bagian
ini Permai melakukan pendekatan berupa diplomasi kepada pihak imigrasi, kepolisian dan pejabat
pendidikan Malaysia secara berkala dimana keberadaan sanggar ini didirikan atas dasar kemanusiaan tanpa
ada maksud lain dan diperbolehkan.

Implementasi nyata dari peran organisasi ini terlihat dari upaya diplomasi informal yang dilakukan
kepada otoritas setempat.

Diplomasi ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi informal agar keberadaan sanggar tidak
dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan Malaysia, melainkan murni atas dasar kemanusiaan. Selain itu
Permai juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui KJRI (Konsulat Jenderal
Republik Indonesia) Penang dalam membantu pekerja migran mengurus SBPK bagi anak-anak yang lahir
tanpa dokumen, dimana hingga tahun 2025 terdapat 68 peserta didik sanggar bimbingan Permai dan sudah
ada 60 anak yang memiliki SBPK, organisasi ini juga membantu dalam pembuatan SPLP (Surat Perjalanan
Laksana Paspor) bagi pekerja migran ireguler yang ingin kembali ke Indonesia bersama anaknya (Pengurus
Organisasi Permai, wawancara, Maret 2026)

Dampak dan Batasan Sanggar Bimbingan Permai
Kehadiran sanggar bimbingan Permia memberikan dampak signifikan terhadap literasi dan
numerasi anak-anak PMI ireguler yang sebelumnya terancam buta huruf. Selain kemampuan kognitif, anak-
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anak ini juga mengenal nilai dan budaya Indonesia. Meskipun mereka tumbuh di Malaysia namun mereka
tetap menyadari identitasnya sebagai warga negara Indonesia melalui materi pembelajaran yang diajarkan.

Namun demikian, sanggar ini hanya dapat membantu memberikan pemenuhan hak pendidikan saja
serta ijazah yang diakui oleh pemerintah Indonesia, tetapi tidak dapat mengubah status hukum keimigrasian
anak-anak. Sanggar bimbingan beroperasi di “area abu-abu” hukum dimana ijazah yang mereka dapatkan
tidak diakui di Malaysia namun menjadi “tiket” untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan
disana.

KESIMPULAN

Keberadaan organisasi Permai melalui sanggar bimbingan Permai menunjukkan bahwa meskipun
secara universal negara-negara dunia mengakui CRC dan UDHR namun dalam penerapannya masih
terbatas dan berbenturan dengan aturan keimigrasian yang membuat tidak semua orang dapat mengakses
fasilitas yang sama sehingga dari situasi ini dibutuhkan jalan alternatif lain dan munculnya aktor non-negara
yang berada lebih dekat dengan kelompok rentan dan hadir untuk membantu negara.

Dalam teori Transnasionalisme Portes, sanggar bimbingan Permai merepresentasikan praktik
transnasional yang berasal dari inisiatif akar rumput (bottom-up). Dimana sekumpulan masyarakat
membentuk organisasi sosial lintas batas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terjangkau negara dan
terbatas secara struktural oleh negara tujuan, namun dalam praktik ini tidak bermaksud untuk menggantikan
peran negara tetapi sebagai aktor yang membantu negara dalam menjangkau kelompok rentan.
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